ABSTRAK

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu dalam
hal kerjasama bisnis antar pelaku usaha bisnis. Kontrak atau perjanjian memiliki
beberapa asas, salah satunya asas kebebasan berkontrak yang dapat diketahui dari
ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Salah satu contoh
penerapan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam perjanjian kredit yang terdapat
dalam kasus sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014
Tahun 2015 yang dibuat antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama selaku kreditur
dengan Muhammad Fauzan selaku debitur. Terjadi permasalahan dalam perjanjian
kredit tersebut salah satunya adalah terjadi pelanggaran isi perjanjian yaitu terdapat
klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap Pasal 18 UUPK, serta
mengetahui akibat hukum klausula baku yang bersifat merugikan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan
menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data
dengan library research, serta teknik analisis data dengan cara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) perjanjian kredit yang
dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama terbukti sebagian isinya melanggar
Pasal 18 UUPK tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian,
(2) perjanjian kredit tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
seharusnya batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat keempat sahnya
perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3)
UUPK seharusnya klausula dalam perjanjian kredit yang bersifat merugikan tersebut
batal demi hukum.
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